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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan hukum pidana terhadap 
justice collaborator dan implementasi hak-hak justice collaborator di Kejaksaan 
Tinggi Jawa Tengah. Metode penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis 
empiris bersifat deskriptif. Sumber data terdiri dari data primer yakni wawancara 
dan data sekunder yakni data sumber hukum primer, sekunder dan tersier. Metode 
pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan (wawancara), 
kemudian data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
kebijakan hukum pidana terhadap justice collaborator diatur melalui Undang-
Undang No.13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, selanjutnya 
dikeluarkannya Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, 
Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 ini telah merubah ketentuan Pasal 10 serta 
menambahkan Pasal 10 A yang berupa penanganan secara khusus yang dapat 
diperoleh oleh justice collaborator yang bertujuan untuk memberikan jaminan 
hukum yang lebih baik kepada justice collaborator. Implementasi hak-hak justice 
collaborator dapat diberikan sejak awal yakni pemberian perlindungan berupa 
penyembunyian identitas, dan apabila justice collaborator merasa keselamatan 
dirinya maupun keluarganya terancam, maka penyidik dapat mengajukan 
permintaan perlindungan kepada LPSK. Saat menjalani proses pelaksanaan 
putusan, justice collaborator masih memperoleh perlindungan berupa penempatan 
di blok khusus serta pengawasan khusus dalam pemenuhan hak-haknya serta 
memperoleh penghargaan berupa keringanan penjatuhan pidana, remisi tambahan 
maupun pembebasan bersyarat. 
 




This study aims to determine the criminal law policy towards justice collaborator 
and the implementation of the right of justice collaborator in the High Court of 
Central Java. The research method using empirical juridical approach is 
descriptive. Sources of data consists of primary data ie interviews and secondary 
data namely primary, secondary and tertiary source data law. Methods of data 
collection through literature study and field study (interview), then the data were 
analyzed qualitatively. The results show that the criminal justice collaboration 
policy is regulated through Law No.13 of 2006 on Protection of Witnesses and 
Victims, then the issuance of Law No. 31 of 2014 on Amendment to Law No.13 
of 2006 on Protection of Witnesses and Victims, Law No. 31 of 2014 has changed 
the provisions of Article 10 and added Article 10 A in the form of special 
handling that can be obtained by justice collaborator which aims to provide better 
legal guarantees to justice collaborator. Implementation of the rights of justice 
collaborator can be given from the beginning, namely the provision of protection 
in the form of identity hiding, and if the justice collaborator feels that his or her 
family's safety is threatened, the investigator can apply for protection to LPSK. 
While undergoing the process of execution of the verdict, the justice collaborator 
still obtains protection in the form of placement in a special block as well as 
special supervision in the fulfillment of his rights as well as awarded in the form 
of criminal relief, additional remissions and parole. 
 
Keywords: legal protection, witness and victim protection, justice collaborator 
 2 
1. PENDAHULUAN 
Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk pelayanan yang wajib 
diberikan oleh pemerintah untuk memberikan rasa aman terhadap setiap warga 
masyarakat.
1
 Dalam hal pemberian perlindungan ini, masyarakat  luas  
memandang  bahwa  saksi dan  korban  sudah  saatnya  diberikan perlindungan  
dalam  sistem  peradilan.
2
  
Oleh karena itu di dalam seluruh tahapan proses penyelesaian perkara 
pidana, mulai tahap penyelidikan sampai pembuktian di muka sidang pengadilan, 
kedudukan saksi sangatlah penting, bahkan dalam praktek sering menjadi faktor 
penentu dan keberhasilan dalam pengungkapan suatu kasus, karena bisa 
memberikan alat bukti “keterangan saksi” yang merupakan alat bukti pertama dari 
lima alat bukti yang sah sebagaimana di atur dalam Pasal 184 Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
3
  
Saksi yang dimaksudkan di atas antara lain, saksi yang memang terlibat 
dalam perkaranya tersebut (justice collaborator witness), saksi korban dalam 
kasus perkara  yang terjadi (victim witness), saksi yang mendengar dan 
mengetahui suatu perkara yang melaporkan hal tersebut kepada pihak yang 
berwajib atau biasa disebut sebagai saksi pelapor atau biasa dikenal sebagai 
“peniup peluit atau pemukul kentongan” (whistleblower), dan orang-orang  yang  
karena  peran, kerja, dan kewajiban profesinya mempunyai sejumlah  keterangan 
yang menyangkut suatu  keadaan atau perkara tertentu (the other witness) seperti 
auditor, jurnalis, penegak hukum dalam kasus-kasus kejahatan yang terorganisir.
4
 
Di dalam sebuah persidangan, justice collaborator dapat dijadikan alat 
bantu pembuktian di dalam pengungkapan kejahatan dimensi baru (new 
dimention), seperti perbuatan korupsi dengan cara sindikat dan mafia kejahatan 
internasional melalui crime as business, organise crime, white collar crime, bank 
                                                             
1
Sharistha Nathalia Tuage, “Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Oleh 
Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK)”, Lex Crimen, Volume. II/No. 02, (April-Juni 
2013), hal. 56 
2
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crime, monopoli crime, dan manipulation crime yang merugikan perekonomian 
negara serta modus-modus korupsi dengan menggunakan hi-tech,  bantuan dana 
dari hasil kejahatan corporate crime, customer fraud, illegal fishing, illegal 
labour, dan cyber cryme.
5
 
Justice collaborator merupakan “alat penting dalam melawan kejahatan 
terorganisir” dikarenakan metode kerja dalam sistem hukum pidana yang ada 
menunjukkan kelemahan karena seringkali belum mampu mengungkap, melawan, 
dan memberantas berbagai kejahatan terorganisir. Di dalam praktek peradilan 
aparat hukum seringkali menemukan berbagai kendala yuridis dan nonyuridis 
untuk mengungkap tuntas dan menemukan kejelasan suatu tindak pidana, 




Berkaitan dengan peranan saksi ini, seorang praktisi hukum (hakim), 
Muhammad Yusuf, secara ekstrim mengatakan, bahwa tanpa kehadiran dan peran 
dari saksi, dapat dipastikan suatu kasus akan menjadi durk number mengingat 
dalam sistem yang berlaku di Indonesia yang menjadi referensi dari penegak 
hukum adalah testimony yang hanya dapat diperoleh dari saksi atau ahli. Berbeda 




Dengan maksud sama tapi terminologi berbeda, Eggi Sudjana 
menggambarkan betapa pentingnya peranan saksi sebagai berikut: “saksi 
merupakan kunci untuk memperoleh kebenaran materiil. Maka dapat disimpulkan 
bahwa saksi merupakan orang yang keterangannya bisa menentukan keputusan 
hakim dalam mengambil keputusan.
8
 Mengingat dalam pemeriksaan terhadap 
perkara pidana untuk mengungkap kebenaran dan memberi keadilan berkait erat 
dengan kekuatan alat bukti. Sehubungan dengan kuat lemahnya suatu pembuktian 
dalam pemeriksaan terhadap perkara pidana, maka saksi maupun korban memiliki 
                                                             
5
Firman Wijaya, 2012, Whistle Blower dan Justice Collaborator Dalam Perspektif 
Hukum, Jakarta: Penaku, hal. 17. 
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8
Ibid, hal. 112  
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kedudukan yang sangat signifikan dalam upaya pengungkapan kebenaran materiil. 
Pada posisi itulah, terhadap saksi atau korban melekat potensi ancaman. 
Sementara hukum acara pidana yang saat ini berlaku tidak memberikan 




Oleh karena itu dapat dipahami jika orang memilih diam dan tidak mau 
mengungkap atau melaporkan suatu tindak pidana.
10
 Berkaitan dengan 
problematika keengganan orang yang mengalami atau mengetahui suatu tindak 
pidana menjadi saksi, para pakar atau peneliti ada kesamaan pandangan, bahwa 
hal ini terjadi karena tidak adanya jaminan perlindungan hukum yang memadai, 
terutama jaminan atas perlindungan tertentu ataupun mekanisme tertentu untuk 
bersaksi, karena para saksi ini seringkali menerima intimidasi, kriminalisasi atau 
tuntutan hukum atas kesaksian atau laporan yang diberikannya dan akhirnya 
menjadi tersangka, terdakwa, atau bahkan terpidana.
11
 
Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas tersebut, maka penulis 
tertarik untuk melakukan penelitian dengan tujuan kebijakan hukum pidana 
terhadap Justice Collaborator dan untuk mengetahui implementasi hak-hak 
Justice Collaborator di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Adapun manfaat yang 
diharapkan dari penelitian ini antara lain: (1) Manfaat teoritis, dapat menambah 
wawasan berpikir serta ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pidana 
khususnya dalam hal perlindungan hukum terhadap justice collaborator,  
(2) Manfaat praktis, yaitu (a) Sebagai sarana untuk meningkatkan wawasan dan 
pengetahuan bagi mahasiswa serta para pembaca terkait perlindungan hukum 
terhadap justice collaborator, (b) Dapat memberikan informasi serta pemahaman 
kepada masyarakat terkait dengan perlindungan hukum serta memberikan 
masukan bagi aparat penegak hukum dalam rangka pemberian perlindungan 
hukum  terhadap justice collaborator. 
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2. METODE  
Metode penelitian menggunakan metode yuridis empiris yaitu suatu 
penelitian yang berusaha mengidentifikasi hukum yang terdapat dalam 
masyarakat dengan maksud untuk mengetahui gejala-gejala lainya.
12
 Jenis 
penelitian bersifat deskriptif adalah penelitian yang merupakan prosedur 
pemecahan masalah yang yang diselidiki dengan menggambarkan atau 
melukiskan keadaan subyek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan 
pada fakta yang tampak.
13
 Sumber data terdiri dari data primer yaitu hasil dari 
wawancara dan data sekunder yaitu sumber data hukum primer, sekunder dan 
tersier. Metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan studi lapangan 




3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Justice Collaborator 
Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang masih berlaku saat ini 
pada kenyataannya sama sekali belum memberikan ruang bagi seorang pelaku 
tindak pidana yang kemudian dijadikan sebagai seorang saksi, karena tidak 
adanya pengaturan mengenai mekanisme maupun bentuk-bentuk perlindungan 
serta pemberian reward kepada seorang saksi pelaku yang bekerjasama (Justice 
Collaborator). Sehingga peraturan yang ada saat ini dirasa masih belum cukup 
untuk mengakomodir para aparat penegak hukum dalam memberikan 
perlindungan kepada saksi pelaku yang bekerjasama (Justice Collaborator).
15
 
Apabila dilihat keadaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang 
masih berlaku saat ini maka sangat perlu untuk segera dilakukan perubahan 
maupun penambahan-penambahan peraturan terkait dengan pembahasan, 
mekanisme perlindungan, serta reward yang akan diberikan kepada seorang saksi 
pelaku yang bekerja sama (justice collaborator), agar dapat memberikan 
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Amiruddin & Zainal Asikin, 2003. Pengantar Metode Penelitian Hukum, Mataram: 
Divisi Buku Perguruan Tinggi PT. Raja Grafindo, hal. 19. 
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Soerjono dan Abdul Rahman, 2003. Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, 
hal. 23. 
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Soerjono, 2003, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 23. 
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La Ode Muhammad Nusrin, Kepala Seksi Penyidikan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, 
Wawancara Pribadi, Semarang, 26 Oktober 2017, pukul 14.00 WIB. 
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kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak serta dapat menjadi pegangan 
maupun panduan bagi aparat penegak hukum.
16
 
Untuk menutup kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam Kitab 
Undang-undang Hukum Acara Pidana tersebut pemerintah telah berupaya dengan 
mengeluarkan beberapa peraturan-peraturan untuk mengisi kekosongan hukum 
terkait saksi justice collaborator tersebut, peraturan-peraturan untuk menutup 




3.1.1 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 04 tahun 2011 tentang perlakuan 
bagi pelapor tindak pidana (whistleblower) dan saksi pelaku yang 
bekerjasama (justice collaborators) didalam perkara tindak pidana 
tertentu. 
Mahkamah agung telah menunjukkan bentuk komitmennya dalam 
mendukung perlindungan saksi dan korban dengan menerbitkan Surat Edaran 
Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2011 tentang perlakuan bagi pelapor tindak 
pidana (whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (justice collaborator) 
dalam tindak pidana tertentu yang menjadi landasan hukum dan acuan bagi 




Bentuk perlindungan dan reward yang diberikan oleh Surat Edaran 
Mahkamah Agung ini kepada whistleblower berupa jika yang dilaporkan 
melaporkan balik si whistle blower, maka penanganan kasus yangg dilaporkan 
whistleblower harus didahulukan  daripada kasus yang dilaporkan oleh terlapor.
19
 
Sementara itu, bentuk perlindungan dan reward yang diberikan kepada justice 
collaborator dalam SEMA ini   ditentukan apabila.
20
 
a. Seorang yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana 
tersebut mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama, serta 
memberikan keterangan sebagai saksi dalam proses peradilan. 
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La Ode Muhammad Nusrin, Kepala Seksi Penyidikan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, 




Nixson, Syafruddin Kalo, et.al., “Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Dan 
Justice Collaborator Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, USU Law Journal, 
Vol.II-No.2 (November 2013), hal. 48. 
19
Nixson, Syafruddin Kalo, et.al., Op. Cit., 
20
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2011 Tentang  Perlakuan bagi 
Whistleblower dan Justice Collaborator di dalam perkara tindak pidana tertentu. 
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b. Jaksa penuntut umum dalam tuntutannya menyatakan bahwa yang 
bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat 
signifikan sehingga penyidik dan/atau penuntut umum dapat mengungkap 
tindak pidana yang dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku 
lainnya yang memiliki peran lebih besar dan/atau mengembalikan aset-aset 
atau hasil suatu tindak pidana. 
c. Atas bantuannya tersebut, hakim dalam memutus perkara terhadap justice 
collaborator tersebut dapat mempertimbangkan untuk menjatuhkan pidana 
percobaan bersyarat khusus dan/atau menjatuhkan pidana berupa pidana 
penjara paling ringan dari terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam 
perkara yang dimaksud. 
3.1.2 Peraturan Bersama Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 
Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik 
Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Ketua 
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia tahun 2011 
tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang 
Bekerjasama. 
Peraturan Bersama tahun 2011 menyebut justice collaborator dengan 
istilah saksi pelaku yang bekerjasama. Peraturan bersama menteri merupakan 
bentuk tertulis yang sifatnya berupa pengaturan dan berlaku umum akan tetapi 
secara kewenangan, menteri tidak dapat mengeluarkan peraturan bersama karena 
tidak ada atribusi ataupun delegasi dari peraturan perundang-undangan. Walaupun 
demikian Peraturan bersama tetap dapat digunakan dalam praktek tata Negara 
mengingat adanya kekosongan hukum khususnya yang mengatur perlindungan 
hukum dan perlakuan bagi justice collaborator.
21
 
Peraturan bersama ini telah memberikan pengertian mengenai justice 
collaborator yang terdapat pada Pasal 1 ayat 3. “Saksi Pelaku yang Bekerjasama 
adalah saksi yang juga sebagai pelaku suatu tindak pidana yang bersedia 
membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana  atau 
akan terjadinya suatu tindak pidana untuk mengembalikan aset-aset atau hasil 
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Rika Ekayanti, “Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Terkait 
Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 4, 
No.1: 138-149, (Mei 2015), hal. 146.  
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suatu tindak pidana kepada negara dengan memberikan informasi kepada aparat 
penegak hukum serta memberikan kesaksian di dalam proses peradilan”22 
Peraturan Bersama ini menjamin justice collaborator akan memperoleh 
perlindungan fisik, psikis, dan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang 
yang berlaku, penanganan secara khusus dalam hal pemisahan tempat penahanan, 
pemberkasan perkara yang terpisah, penundaan penuntutan, penundaan proses 
hukum dan memberikan kesaksian didepan persidangan tanpa menunjukkan 
wajah/identitasnya, serta pemberian penghargaan dalam hal keringanan tuntutan 
hukum termasuk hukuman percobaan, pemberian remisi tambahan dan hak 
narapidana lain. Peraturan Bersama ini juga sudah mengatur mekanisme/tatacara 
pengajuan perlindungan justice collaborator melalui rekomendasi penegak hukum 
dalam setiap tahapan penanganan perkara kepada Lembaga Perlidungan Saksi dan 
Korban. Pemberian perlindngan dapat dibatalkan karena hal-hal tertentu.
23
 
Meskipun cukup komprehensif namun Peraturan bersama ini didalamnya 
tidak memuat sanksi pidana apabila lembaga atau kementerian dan komisi 
didalamnya tidak menaati prosedur pemberian perlindungan hukum bagi justice 




3.1.3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan 
Korban jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atsa 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlidungan Saksi dan 
Korban. 
Pengaturan menjadi justice collaborator di Indonesia praktis dapat 
dikatakan belum ada sebelum lahirnya Undang-undang No. 13 tahun 2006, di 
dalam undang-undang itu sendiri pasal-pasal yang mengatur serta menjabarkan 
tentang saksi pelaku yang bekerjasama dinilai masih sangat minim. Undang-
undang tersebut juga tidak memberikan panduan yang jelas apa saja yang menjadi 
prasyarat untuk dapat menetapkan seseorang menjadi justice collaborator. Peran 
seorang pelaku yang dijadikan sebagai saksi dalam peraturan perundang-
                                                             
22
Peraturan Bersama Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa 
Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Komisi pemberantasan 
Korupsi republik Indonesia, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia 
tahun 2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama. 
23
Rika Ekayanti, Op.Cit., hal. 146. 
24
 Ibid, hal. 147 
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Dari rumusan Pasal 10 ayat (2) tersebut Undang-undang No. 13 Tahun 
2006 telah memberikan payung hukum pertama mengenai pelaku yang 
bekerjasama yang dalam undang-undang tersebut disebut dengan istilah “saksi 
yang juga tersangka”. Kendatipun justice collaborator telah diatur di dalam 
Undang-undang No. 13 Tahun 2006, namun setelah berjalannya waktu dan dalam 
pelaksanaannya, undang-undang ini ditemukan adanya kekurangan-kekurangan 
dalam mengatur perlindungan terhadap saksi. Khusus pengaturan tentang peran 
justice collaborator dalam pelaksanaannya masih terdapat banyak kelemahan-
kelemahan yang disebabkan berbeda-bedanya penafsiran pasal tersebut oleh 
masyarakat dan juga oleh penegak hukum itu sendiri.  
Dalam perkembangannya untuk menutup kelemahan dan kekurangan 
dalam Pasal 10 ayat (2) undang-undang tersebut Mahkamah Agung memberikan 
panduan melalui SEMA No. 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor tindak 
Pidana (whistle blower) dan saksi Pelaku yang bekerjasama (justice collaborator) 
didalam perkara tindak pidana tertentu, kemudian diikuti dengan Peraturan 
bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa 
Agung Republik indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, 
Komisi Pemberantasan Korupsi republik Indonesia, Ketua Lembaga Perlindungan 
Saksi dan Korban Republik Indonesia tentang Perlindungan bagi pelapor, Saksi 
Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama.
26
 
Akan tetapi peraturan-peraturan yang berupa Surat Edaran Mahkamah 
Agung (SEMA), maupun Peraturan Bersama sebagaimana tersebut diatas masih 
juga terdapat kelemahan, yaitu sifat dari peraturan itu sendiri yang berupa surat 
edaran yang dapat diartikan dapat diikuti atau tidak diikuti tergantung dari 
subjektifitas dari penegak hukum itu sendiri.
27
 
Adanya kelemahan-kelemahan dan kekurangan tersebut khususnya yang 
terdapat dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2006, maka layak jika kemudian 
                                                             
25
Rusli muhammad, “Pengaturan dan Urgensi Whistle Blower dan Justice Collaborator 
dalam Sistem Peradilan Pidana”, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, No.2 Vol.22 (April 2015: 
203-222) hal.208. 
26
Ibid., hal. 209. 
27
La Ode Muhammad Nusrin, Kepala Seksi Penyidikan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, 
Wawancara Pribadi, Semarang, 26 Oktober 2017, pukul 14.00 WIB. 
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undang-undang ini diubah dengan dikeluarkannya undang-undang No. 31 tahun 
2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang 
Perlindungan Saksi dan Korban.
28
 Undang-undang No. 31 Tahun 2014 
menentukan definisi saksi pelaku yang bekerjasama sebagaimana disebutkan 
dalam Pasal 1 yakni: “Saksi pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana 
yang bekerjasama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana 
dalam kasus yang sama”.29  
Untuk penanganan secara khusus, seperti tersebut dalam Pasal 10A, 
terdapat beberapa hak yang bisa diperoleh justice collaborator tersebut, yaitu 
dipisahnya tempat penahanan dari tersangka atau terdakwa lain dari kejahatan 
yang diungkap, pemberkasan perkara dilakukan secara terpisah dengan tersangka 
atau terdakwa lain dalam perkara yang dilaporkan, kemudian, dapat memperoleh 
penundaan penuntutan atas dirinya, memperoleh penundaan proses hukum seperti 
penyidikan dan penuntutan yang mungkin timbul karena informasi, laporan dan 
atau kesaksian yang diberikannya, serta bisa  memberikan kesaksian di depan 
persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak 
pidananya. 
Selain penanganan secara khusus, saksi sekaligus pelaku tindak pidana 
tersebut bisa memperoleh penghargaan berupa keringanan tuntutan hukuman, 
termasuk tuntutan hukuman percobaan, serta memperoleh pembebasan bersyarat, 
pemberian remisi dan hak-hak narapidana lain sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku apabila saksi pelaku yang bekerja sama adalah seorang 
terpidana. Semua hak ini bisa diperoleh oleh justice collaborator dengan 





3.2 Implementasi Hak-hak Justice Collaborator 
Implementasi perlindungan dan pengamanan saksi ini merupakan tindakan 
yang memiliki banyak aktivitas dan variasi yang tujuannya adalah memberikan 
keamanan kepada saksi itu sendiri maupun kepada keluarganya ataupun kepada 
                                                             
28
Rusli Muhammad, Op.Cit., hal. 210. 
29
Undang-Undang  Nomor 31 Tahun 2014 tentang  Perubahan atas Undang-Undang No 
13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. 
30
Rusli muhammad, Op.Cit.,  hal.208. 
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pihak yang terkait. Tindakan keamanan ini terdapat dalam berbagai program 
perlindungan yang mencakup  tindakan-tindakan khusus yang memiliki variasi 
sesuai dengan konteks waktu  dimana saksi tersebut mengikuti dalam program 
perlindungan. Konteks waktu  ini biasanya lebih terkait dengan waktu tahapan 




Keterangan yang diberikan saksi memainkan peran kunci bagi 
keberhasilan dalam proses penyelidikan, penyidikan, sampai dengan proses 
pemeriksaan di persidangan. Begitu sentralnya keterangan saksi ini, sehingga para 
pelaku kejahatan atau suruhannya sering mencoba melakukan upaya-upaya 
khusus untuk memberikan janji-janji berupa imbalan ataupun intimidasi langsung 
guna mencegah saksi agar tidak memberikan kesaksiannya.
32
 
Tuntutan dari keberadaan saksi adalah pada saat memberikan 
keterangannya, saksi harus dapat memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. 
Akan tetapi, mana mungkin tuntutan itu terpenuhi jika dalam memberikan 
keterangannya dalam keadaan terintimidasi, takut, atau khawatir akan efek dari 
keterangannya. Oleh karena itu, wajar saja kalau saksi juga menuntut bahwa 
mereka juga perlu merasa aman dan bebas saat diperiksa di muka persidangan.
33
 
Penegak hukum seharusnya memberikan rasa aman dan bebas kepada 
saksi pada saat diperiksa sehingga saksi dapat memberikan keterangan yang 
sebenar-benarnya. Ia tidak boleh ragu-ragu menjelaskan peristiwa yang 
sebenarnya, walaupun mungkin keterangannya itu memberatkan terdakwa.
34
 
Terkait dengan posisi atau kedudukan dari saksi pelaku yang bekerjasama  
(justice collaborator) yang seringkali terancam, maka dari itu untuk mencegah 
terjadinya ancaman itu maka aparat penegak hukum untuk pertama kali 
mengambil tindakan perlindungan hukum berupa merahasiakan identitas dari  
justice collaborator tersebut serta tidak memisahkan terlebih dahulu berkas 
perkara. Antara berkas perkara si justice collaborator  dengan berkas perkara 
                                                             
31
Supriyadi Widodo Eddyono, Syahrial Martanto wiryawan, et.al., 2008, Pokok-pokok 
Pikiran penyusunan Cetak Biru Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Jakarta: Indonesia 
Corruption Watch, hal.58. 
32
Siswanto Sunarso, 2015, Victimologi dalam Sistem Peradilan Pidana, Jakarta Timur: 
Sinar Grafika, hal. 216. 
33
Ibid,. Hal. 53. 
34
Ibid,. Hal. 216. 
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tersangka maupun terdakwa yang akan diungkapnya, langkah pencegahan awal ini 
bertujuan agar tidak timbul kecurigaan maupun terjadi ancaman dari tersangka 
maupun terdakwa yang akan diungkapkan kasusnya tersebut, serta memberikan 
hak-hak saksi yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
Maupun hak-hak saksi yang terdapat dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 
tentang Perubahan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan 




Pertama, kebijakan hukum pidana terhadap justice collaborator. Kitab 
Undang-undang Hukum Acara Pidana yang masih berlaku sampai saat ini belum 
mengatur mengenai mekanisme perlindungan maupun reward yang akan 
diberikan kepada justice collaborator, setelah diundangkannya Undang-Undang 
No.13 Tahun 2006  tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah pertamakali 
diaturnya justice collaborator di indonesia, undang-undang tersebut menyebut 
justice collaborator dengan istilah saksi  yang juga tersangka. Kendatipun justice 
collaborator telah diatur telah diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2006,  
namun setelah berjalannya waktu dan dalam pelaksanaannya ditemukan adanya 
kekurangan-kekurangan dalam mengatur perlindungan terhadap saksi, khususnya 
pengaturan tentang peran justice collaborator yang dalam pelaksanaannya masih 
terdapat banyak kelemahan-kelemahan. Kelemahan tersebut dapat terlihat dari, 
ruang lingkup justice collaborator yang masih terbatas, persyaratan yang kurang 
jelas, pemberian reward yang terbatas, dan tidak adanya kepastian dalam 
pemberian reward. 
Dalam perkembangannya untuk menutup kelemahan dan kekurangan 
dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2006 tersebut Mahkamah Agung 
memberikan panduan melalui SEMA NO. 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi 
Pelapor Tindak Pidana (whistle blower) dan saksi pelaku yang bekerjasama 
(justice collaborator) di dalam perkara tindak pidana tertentu, kemudisn diikuti 
dengan Peraturan Bersama antara menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, 
Kepolisian, serta LPSK No. 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor, 
Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku Yang Bekerja Sama,  dalam SEMA dan Peraturan 
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Bersama tersebut sebenarnya sudah mengatur mengenai syarat untuk menjadi 
justice collaborator, syarat untuk mendapatkan perlindungan bahkan sudah 
mengatur mengenai penghargaan yang dapat diperoleh oleh justice collaborator. 
Akan tetapi perturan-peraturan tersebut masih memiliki kelemahan, yaitu sifat 
dari peraturan itu sendiri yang berupa surat edaran yang dapat diartikan dapat 
diikuti atau tidak tergantug dari subjektifitas penegak hukum itu sendiri. 
Adanya kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 
13 Tahun 2006 maka kemudian undang-undang tersebut diubah dengan 
dikeluarkannya Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, 
Undang-undang No. 31 Tahun 2014 ini telah merubah ketentuan Pasal 10 serta 
menambahkan Pasal 10 A yang berupa penanganan secara khusus yang dapat 
diperoleh oleh justice collaborator yang bertujuan untuk memberikan jaminan 
hukum yang lebih baik kepada justice collaborator. 
Kedua, implementasi hak-hak justice collaborator dapat diberikan sejak 
tahap penyelidikan, sampai tahap pelaksanaan putusan dari pengadilan. Tahap 
awal pemberian perlindungan kepada justice collaborator hanyalah berupa 
penyembunyian identitas dari justice collaborator tersebut, serta tidak 
memisahkan berkas perkara si justice collaborator tersebut dengan para tersangka 
maupun terdakwa yang akan diungkap kasusnya oleh justice collaborator, 
perlindungan yang berupa penyembunyian identitas dan tidak memisahkan berkas 
perkara ini sebenarnya bertujuan agar identitas dari justice collaborator tersebut 
tidak diketahui, serta agar tidak terjadi rasa curiga dari orang yang akan diungkap 
kasusnya. Apabila langkah awal tersebut tidak berhasil, dan justice collaborator 
merasa keselamat dirinya maupun keluarganya terancam maka penyidik dapat 
mengajukan permintaan perlindungan kepada LPSK. 
Untuk memperoleh perlindungan dari LPSK sendiri terdapat beberapa 
tahapan yakni: (1) Tahap permohonan perlindungan, (2) Tahap pemeriksaan 
permohonan (investigasi). (3) Putusan atas permohonan (perjanjian perlindungan/ 
nota kesepahaman). (4) Pelaksanaan perlindungan. Pada saat menjalani proses 
pelaksanaan putusan, justice collaborator masih memperoleh perlindungan berupa 
penempatan di blok khusus serta  pengawasan khusus dalam pemenuhan hak-hak 
nya serta memperoleh penghargaan berupa keringanan penjatuhan pidana, remisi 
tambahan maupun pembebasan bersyarat. 
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4.2  Saran 
Pertama, KUHAP yang berlaku dalam sistem peradilan pidana di 
Indonesia saat ini belum mengatur mengenai justice collaborator, peraturan-
peraturan yang ada saat ini dirasa masih kurang untuk mengakomodir aparat 
penegak hukum dalam memberikan perlindungan serta reward bagi justice 
collaborator, oleh karena itu dalam Rancangan Undang-Undang  KUHAP yang 
baru agar ditambahkan pembahasan tersendiri terkait mekanis perlindungan, 
maupun reward yang bisa didapatkan oleh justice collaborator, agar bisa menjadi 
pegangan aparat penegak hukum dalam memberikan jaminan perlindungan bagi 
justice collaborator. 
Kedua, adanya tahapan pengajuan permohonan perlindungan terlebih 
dahulu kepada LPSK yang kemudian baru dilanjutkan dengan tahap pemeriksaan 
permohonan dan proses penilaian atas permohonan, akan memakan waktu yang 
cukup lama, sehingga akan menyebabkan pelayanan perlindungan bagi justice 
collaborator kurang efektif dan kurang efisien, sehingga akan menghambat proses 
penyelesaian perkara itu sendiri. Akan lebih baik apabila kewenangan 
perlindungan justice collaborator tersebut diberikan kepada unit internal dari 
penegak hukum itu sendiri, misalnya unit perlindungan khusus di kejaksaan. 
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